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Perlunya Deteksi Properti yang Riil Syariah

Selasa, 17 Desember  2019

-----------------------------------------------------------------------------------------

Polri telah mengungkap praktik  pengembang properti hunian syariah di Tangerang Selatan (Tangsel). Sebuah perusahaan, diduga tidak menepati janji terhadap ribuan konsumen, mengenai penjualan properti hunian dengan skema syariah.

Perusahaan itu menjanjikan pembelian hunian syariah dengan bebas riba, bebas BI Checking, dan lain-lain sejenis.

Disebutkan, ternyata janji waktu serah terima hunian itu, tidak ditepati. Sementara, dana dari konsumen telah digunakan membeli lahan, menggaji karyawan.

Pada prinsipnya, bagaimana yang disebut properti syariah?

Dan bagaimana agar, di kemudian hari, hal serupa tidak terjadi lagi?

1. Secara mendasar, bisa dikatakan bahwa properti syariah punya ciri khas ini: berupaya meminimalkan risiko spekulasi.

Itu terlihat dari praktik KPR syariah perbankan yang hanya membiayai rumah yang telah selesai dibangun. Jadi, KPR syariah tidak membiayai rumah yang masih "berbentuk gambar".

Kalau pun membiayai rumah yang belum selesai dibangun, penyelenggara KPR syariah dengan jenis akad kredit tertentu,  berupaya menekan risiko kerugian konsumen, dengan cara membebaskan konsumen dari kewajiban pembayaran, saat hunian belum selesai dibangun.

Maka, ketika ada tawaran skema properti syariah yang mengharuskan konsumen membayar untuk rumah yang masih berbentuk gambar,  kiranya perlu mencermati dengan detail.

Menawarkan rumah yang masih dalam gambar sembari memungut dana dari konsumen, berpotensi mengandung risiko/spekulasi tinggi, yang merugikan konsumen.

Dan hal seperti ini kiranya kurang paralel dengan spirit pembiayaan  properti syariah.

2. Pada prinsipnya, bisnis pengembangan properti, memerlukan modal tidak sedikit. Karena itu, pengembang properti banyak yang menggandeng perbankan penerbit KPR, untuk menjual rumah yang dibangun.

 Ketika rumah dibeli dengan fasilitas KPR, pengembang mendapatkan dana segar dengan cepat, dari bank.

Dalam hal pengembangan properti syariah, lazimnya, pengembangnya menggandeng bank penerbit KPR syariah.

Dalam penjualan rumah dengan KPR, BI Checking jelas diperlukan untuk menyeleksi kelayakan calon pembeli rumah, serta untuk memerkecil risiko kredit.

Satu-satunya cara agar calon pembeli tidak dikenai BI Checking, adalah menggunakan fasilitas cicilan inhouse dari pengembang.

Skema ini menuntut kesiagaan dana ekstra tinggi dari pengembang, karena tidak disertai pembiayaan KPR dari perbankan.

Oleh sebab itu, ketika ada janji bebas BI Checking dalam jumlah banyak, sejatinya konsumen perlu cermat dari awal: seberapakah kekuatan dana pengembang tersebut, sehingga bisa menyediakan cicilan inhouse dalam jumlah banyak?

3. Sejatinya, peminat properti perlu sedari awal mengetahui kelengkapan legalitas pengembang properti. Jangan segan menanyakan kelengkapan perizinan seperti IMB (Izin Mendirikan Bangunan), dan lain-lain, untuk memerkecil risiko kerugian.

Sekadar contoh, IMB diberikan bila sertifikat pemilikan tanah pengembangan, sudah ada.

Dan adanya pemilikan tanah, menjadi satu indikator bahwa pengembang sudah lebih siap dalam pendanaan pengembangan properti.

4. Adalah sewajarnya bila untuk ke depan, negara, asosiasi industri real estat, dan pemangku kepentingan lainnya, lebih intensif mengedukasi masyarakat terkait cara tepat menyikapi skema lain pembiayaan properti. Sehingga hal yang merugikan konsumen, bisa dihindari sejak dini.

5. Dalam bisnis syariah, harus mencakup lima hal perlindungan (hifzhu), yaitu melindungi agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Dalam kasus tersebut,  pengembang cenderung  tidak memahami dan mempraktikkan prinsip-prinsip tersebut. Label "syariah" ada kecenderungan  hanya dijadikan jargon dan selling point yang ujungnya untuk sekadar mendapat untung dari  konsumen.
6. Akhir kata, sudah tentu, dalam kasus hukum, asas praduga tidak bersalah, harus tetap dijunjung semua pihak. Dalam hal ini, status ‘terduga’ atau pun ‘terdakwa’, mengartikan bahwa seseorang belum pasti 100% bersalah.

Ia baru terbukti  ‘bersalah’ dan terbukti melakukan hal yang dituduhkan,  ketika hakim sudah menjatuhkan vonis. (BS/Dhi)

